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BAB III 

PENUTUP 

A. Kesimpulan 

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan mengenai penanggulangan 

penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Temanggung dan kendalanya. 

1. Penanggulangan penyalahgunaan narkotika di Kabupaten Temanggung 

dilakukan melalui upaya pencegahan dan penegakan hukum. Upaya 

pencegahan dilaksanakan oleh Sat Resnarkoba Polres Temanggung 

dan BNNK Temanggung. Satresnarkoba Temanggung melakukan 

pencegahan melalui tindakan preemtif dan tindakan preventif, 

sedangkan BNNK Temanggung melakukan pencegahan melalui 

pelaksanaan fungsi pencegahan dan fungsi pemberdayaan. Upaya 

penegakan hukum atau tindakan represif, dilakukan oleh aparat 

penegak hukum yaitu polisi, jaksa dan hakim. Penegakannya dilakukan 

sesuai dengan fungsi dan wewenang dari masing-masing lembaga. 

2. Kendala yang dihadapi dalam menanggulangi penyalahgunaan 

narkotika di Kabupaten Temanggung, yaitu: oleh sat resnarkoba 

Temanggung ialah kendala internal dan kendala eksternal. Kendala 

internalnya berasal dari kepolisian sat resnarkoba Temanggung dan 

kendala eksternalnya berasal dari masyarakat. Kendala yang dihadapi 

oleh BNNK Temanggung ialah tidak adanya kesadaran dari pengguna 

untuk melapor, serta belum adanya sarana prasarana seperti 

laboratorium, hal ini karena BNNK Temanggung masih baru didirikan, 
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sedangkan kejaksaan dan hakim Pengadilan Negeri Temanggung tidak 

memiliki kendala selama ini. 

B. Saran 

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan penulis; maka penulis 

dapat memberikan saran agar pihak Kepolisian, BNNK, Kejaksaan 

maupun Kehakiman lebih mampu menyampaikan kepada masyarakat 

mengenai hak-haknya serta kewajibannya sebagai partner penegak hukum, 

dalam artian masyarakat tidak hanya mengetahui saja akan dampak 

narkotika maupun beratnya pidana yang dikenakan bila melakukan 

penyimpangan hukum atau tindak pidana narkotika tapi juga mengetahui 

apa yang harus dilakukan bila mengetahui adanya penyalahgunaan 

narkotika. Dengan begitu masyarakat merasa tidak ada lagi sekat dengan 

penegak hukum karena sifat hubungannya adalah partner, sehingga 

terjalinnya hubungan yang harmonis dan dampaknya masyarakat 

mendukung penegak hukum dengan menjauhi narkotika. 
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